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Sebagal salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, Mahkamah Konstitusi
masuk menjadi salah satu prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Permen Pan dan RB
Nomor. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut,
dibutuhkan suatu strategi dalam mewujudkan kebijakan reformasi birokrasi tersebut. Mahkamah Konstitusi
akan memprioritaskan/ menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan
ketiga sasaran utama yang tertuang dalam peraturan Kemen PAN dan RB No0.20 Tahun 2010 yaitu
kelembagaan (organisasi), ketatal aksanaan ( business process), dan sumber daya manusia apartur.
Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai analisis strategi reformasi birokrasi yang dibangun
di Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori 3 (tiga) model strategi refomasi birokrasi dari Siendentopf yaitu
strategi fiskal, strategi struktural, dan strategi program, kemudian ditambahkan dengan menganalisa kendala
dan hambatan dalam strategi tersebut berdasarkan teori dimensi-dimensi utama dari strategi reformasi
birokrasi yang ideal dari Dror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan illustrative method,
yaitu metode analisis yang menggunakan bukti empirik untuk menggambarkan teori, data didapatkan
dengan melakukan wawancara dengan informan, FGD, kajian terhadap berbagai bahan tertulis seperti
dokumen, buku, kumpulan peraturan yang terkait dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap strategi reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi
berdasarkan teori yang digunakan bisa digambarkan bahwa strategi tersebut belum mampu memenuhi
kriteria ketiga model strategi reformasi birokrasi tersebut. Untuk strategi fiskal belum diterapkannya strategi
penghematan anggaran yang terkait dengan rasionalisasi dan modernisas struktur internal yang juga tetap
menjaga kualitas pelayanan. Dalam strategi struktural, belum dirancang strategi perubahan struktural yang
dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tanpa harus meningkatkan pembiayaan serta aspek
rasionalisasi besaran organisasi (right sizing). Dan terkait strategi program, Mahkamah Konstitusi belum
memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai indikator pengukuran efektifitas dan efisiensi pelayanan
publik yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masih banyak kendala dan hambatan yang terdapat
antaralain belum dispesifikan tujuan dari reformasi birokrasi, terlalu banyaknya program, ketersediaan
waktu yang sedikit, ketersediaan dana yang minim. Adapun saran dalam penelitian ini, perlu dilakukannya
review dan penyempurnaan terkait sistem pengel olaan anggaran, perubahan struktur yang sesuai dengan
kebutuhan organisasi (right sizing), dan pembuatan standar pelayanan minimum, fokuskan tujuan reformasi,
membuat manajamen waktu yang baik, dan melakukan revisi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
program reformasi yang proporsional.

<hr><i>As one of the independent judicial authority, the Constitutional Court entered into one of the
priorities of bureaucratic reforms by regulation of Ministry of Administrative Reform
No.PER/15/M.PAN/7/2008 About General Guidelines of Bureaucratic Reforms. Based on this, a strategy
for achieving the bureaucratic reform policiesis needed. The Constitutional Court will prioritize/emphasize
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improvements in some changes that are strongly associated with the three major goals set out in The
Regulation of Ministry PAN and RB No0.20 of 2010 that are institutional (organization), management
(business process), and human resources. Based on this, research is conducted on the analysis of
bureaucratic reform strategy which was built in the Constitutional Court based on the theory of 3 (three)
models of bureaucratic reforms strategy of Siendentopf that are a strategy of fiscal, structural strategies,
programs strategies, and then added to analyze the constraints and obstacles in the strategy based on theory
of the main dimensions of the ideal bureaucracy reform strategy of Dror. This study used a qualitative
approach with illustrative method, a method of analysis that uses empirical evidence to illustrate the theory,
the data obtained by interviews with informants, focus group discussions, the study of a variety of written
material such as documents, books, a collection of regulations related to bureaucratic reform in the
Consgtitutional Court.

Based on the analysis conducted on the strategies of bureaucratic reform in the Constitutional Court based
on the theory used can be drawn that the strategy has not been able to meet al three criteria the bureaucratic
model of reform strategies. For fiscal strategy that budget savings strategies has not applied also not
associated with the rationalization and modernization of the internal structure which also maintaining quality
of service. In astructural strategy have not designed structural changes strategy that may have an impact on
increasing productivity without increasing the amount of funding and organizational aspects of
rationalization (right sizing). And for programs strategy, the Constitutional Court does not have a system
that can be used as an indicator measuring the effectiveness and efficiency of public services provided to
citizens. Meanwhile, there are still many obstacles and barriers which contained, anong others, have not
dispesifikan purpose of bureaucratic reform, too many programs, the availability of alittle time, the
availability of fundsis minimal. The advice in this study, need to do areview and improvement of
management systems related to the budget, structural changes in accordance with the needs of the
organization (right sizing), and the manufacture of minimum service standards, focus on reform goals, make
time manajamen, and revise the budget appropiated with reform program needs.</i>



